
1WALIKOTA BANDUNGPERATURAN WALIKOTA BANDUNGNOMOR: 1131 TAHUN 2013TENTANGPERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNGNOMOR 887 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS DAN TATA CARAPEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNANDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAWALIKOTA BANDUNG,Menimbang : a. bahwa Petunjuk Teknis dan Tata Cara Pemungutan PajakBumi dan Bangunan telah diatur dalam Peraturan WalikotaBandung Nomor 887 Tahun 2012 sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 309Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan WalikotaBandung Nomor 887 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknisdan Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan,namun dalam perkembanganya seiring dengan dinamikayang terjadi dalam implementasi pemungutan Pajak Bumidan Bangunan dan guna lebih meningkatkan kelancaranpemungutan Pajak Bumi dan Bangunan serta sesuaidengan ketentuan Pasal 75 ayat (3) huruf c PeraturanDaerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang PajakDaerah, Walikota dapat mengurangkan ketetapan pajakterutang berdasarkan pertimbangan kemampuanmembayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak,sehingga Peraturan Walikota Bandung Nomor Nomor 887Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan PeraturanWalikota Bandung Nomor 309 Tahun 2013 Tahun 2013perlu diubah; b. bahwa …



2b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan WalikotaBandung tentang Perubahan Kedua Atas PeraturanWalikota Bandung Nomor 887 Tahun 2012 tentangPetunjuk Teknis dan Tata Cara Pemungutan Pajak Bumidan Bangunan;Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang PenagihanPajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan PajakDengan Surat Paksa;2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PajakDaerah dan Retribusi Daerah;4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota;5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang JenisPajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan PenetapanKepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011tentang Pajak Daerah;8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2013tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah KotaBandung Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan danSusunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;9. Peraturan …



39. Peraturan Walikota Bandung Nomor 887 Tahun 2012tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Pemungutan PajakBumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah denganPeraturan Walikota Bandung Nomor 309 Tahun 2013tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota BandungNomor 887 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis dan TataCara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.MEMUTUSKAN:Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATASPERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 887 TAHUN 2012TENTANG PETUNJUK TEKNIS DAN TATA CARA PEMUNGUTANPAJAK BUMI DAN BANGUNAN.Pasal IBeberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor887 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis dan Tata CaraPemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Daerah KotaBandung Tahun 2012 Nomor 43) sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 309 Tahun 2013tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor887 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis dan Tata CaraPemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Daerah KotaBandung Tahun 2013 Nomor 29), diubah sebagai berikut:1. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf a dan huruf b, diubahdan setelah huruf h ditambah 2 (dua) huruf baru yaituhuruf i dan huruf j, sehingga keseluruhan Pasal 26berbunyi sebagai berikut:Pasal 26(1) Walikota dapat memberikan pengurangan ataupembebasan pajak, dalam hal:a. Objek pajak yang dimiliki, dikuasai dan/ataudimanfaatkan oleh wajib pajak pensiunan PNS,TNI/Polri, pensiunan BUMN, pensiunan BUMDtermasuk janda/dudanya.b. Objek pajak yang dimiliki, dikuasai dan/ataudimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadiveteran pejuang kemerdekaan dan veteran pembelakemerdekaan, dan penerima tanda jasa bintanggerilya termasuk janda/dudanya; c. Objek …



4c. Objek pajak yang mempunyai fungsi pelestariansosial;d. Objek pajak yang mempunyai fungsi pelestarianlingkungan;e. Objek pajak Bangunan yang termasuk cagarbudaya;f. Objek pajak yang terkena bencana alam sepertigempa bumi, tanah longsor, gunung meletus dansebagainya, serta sebab-sebab lain yang luar biasaseperti kebakaran yang mengakibatkan objek pajaktidak dapat dimanfaatkanmempunyai fungsipelestarian sosial dimiliki, dikuasai dan/ataudimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadiveteran pejuang kemerdekaan;g. Wajib pajak badan yang mengalami kerugian dankesulitan lukuiditas pada tahun sebelumnyasehingga tidak dapat memenuhi kewajibandibuktikan dengan laporankeuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik;h. Objek pajak yang dimiliki, dikuasai dan/ataudimanfaatkan oleh wajib pajak yang berbadanhukum yang mengupayakan kantong plastik ataukantong alternative lain yang ramah lingkungandan/atau mengurangi penyediaan kantong plastik;i. Objek Pajak yang dimiliki, dikuasai dan/ataudimanfaatkan oleh perguruan tinggi swasta;j. Objek Pajak yang dimiliki, dikuasai dan/ataudimanfaatkan oleh rumah sakit swasta;2. Ketentuan Pasal 27 huruf a, diubah dan setelah huruf gditambah 2 (dua) huruf baru yaitu huruf h dan huruf i,sehingga keseluruhan Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:Pasal 27a. Besarnya pengurangan sebagaimana dimaksud Pasal26 ayat (1) huruf a, adalah:1) Pensiunan PNS termasuk janda/dudanya untukgolongan I dan II sebesar 40% dari besarnya pajakterutang; 2) Pensiunan …



52) Pensiunan PNS termasuk janda/dudanya untukgolongan III dan IV sebesar 25% dari besarnya pajakterutang;3) Objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yangberpenghasilan rendah, sehingga kewajibanmembayar Pajak Bumi dan Bangunan sulitdipenuhi sebesar 35% dari besarnya pajak terutang;4) Pensiunan TNI/Polri dengan pangkat terakhirtamtama dan bintara sebesar 40% dari besarnyapajak terutang;5) Pensiunan TNI/Polri dengan pangkat terakhirperwira sebesar 25% dari besarnya pajak terutang;6) Pensiunan Badan Usaha Milik Negara dan BadanUsaha Milik Daerah sebesar 25% dari besarnyapajak terutang;b. Besarnya pengurangan sebagaimana dimaksud Pasal26 ayat (1) huruf b, diberikan sebesar 75% daribesarnya pajak terutang;c. Besarnya pengurangan sebagaimana dimaksud Pasal26 ayat (1) huruf c dan d, diberikan sebesar 50% daribesarnya pajak terutang;d. Besarnya pengurangan sebagaimana dimaksud Pasal26 ayat (1) huruf e, diberikan sebesar 25% daribesarnya pajak terutang;e. Besarnya pengurangan sebagaimana dimaksud Pasal26 ayat (1) huruf f, diberikan sebesar 100% daribesarnya pajak terutang;f. Besarnya pengurangan sebagaimana dimaksud Pasal26 ayat (1) huruf g, diberikan sebesar 10% daribesarnya pajak terutang;g. Besarnya pengurangan sebagaimana dimaksud Pasal26 ayat (1) huruf h, diberikan sebesar 10% daribesarnya pajak terutangh. Besarnya pengurangan sebagaimana dimaksud Pasal26 huruf i, diberikan sebesar 40% dari besarnya pajakterutang;i. Besarnya pengurangan sebagaimana dimaksud Pasal26 huruf j, diberikan sebesar 40% dari besarnya pajakterutang; 3. Ketentuan …



63. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) huruf f angka 3) diubah, danayat (2) huruf f angka 4), ayat (3) huruf e, ayat (7) dihapus,serta setelah huruf f pada ayat (2) ditambah 2 (dua) hurufbaru yaitu huruf g dan huruf h, dan diantara ayat (4) danayat (5) disisipkan 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (4a) danayat (4b), sehingga keseluruhan Pasal 29 berbunyi sebagaiberikut: Pasal 29(1) Permohonan pengurangan pajak sebagaimanadimaksud Pasal 26 ayat (1) diajukan per tahun secaraperorangan.(2) Permohonan pengurangan wajib pajak orang pribadisebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) huruf a,huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dilampiri dengan:a. Fotocopy SPPT/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT tahunpajak yang diajukan permohonan pengurangan;b. Fotocopy SSPD/Tanda lunas PBB tahunsebelumnya;c. Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga;d. Daftar rincian penghasilan;e. Melampirkan surat ketetapan Bangunan cagarbudaya yang diakui pemerintah untuk objek pajakyang termasuk cagar budaya;f. Khusus dengan objek pajak yang mempunyai fungsipelestarian lingkungan hidup, dipersyaratkan:1) Prosentase antara luas bangunan dengan ruangterbuka hijau sebesar 40 berbanding 60 darikeseluruhan luas tanah;2) Mempunyai sumur resapan/biopori;3) Mempunyai green wall/garden roof.g. Khusus dengan objek pajak pensiunan PNS,TNI/POLRI sebagaimana dimaksud Pasal 27 hurufa, angka 1), angka 2), angka 4), dan angka 5),dipersyaratkan fotocopy Surat KeputusanPensiun/Purnawirawan/Warakawuri;h. Khusus dengan objek pajak yang wajib pajaknyaorang pribadi yang berpenghasilan rendahsebagaimana dimaksud Pasal 27 huruf a angka 3),dipersyaratkan:1) Pembayaran rekening listrik/PDAM; 2) Surat …



72) Surat keterangan Tidak Mampu (SKTM)/SuratKeterangan Miskin (SKM).(3) Permohonan pengurangan untuk anggota VeteranRepublik Indonesia, termasuk jandanya, penerimatanda jasa bintang gerilya termasuk janda/dudanya,tokoh pejuang sosial sebagaimana dimaksud dalamPasal 26 ayat (1) huruf b dan c dilampiri dengan:a. Fotocopy SPPT/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT tahunpajak yang diajukan permohonan pengurangan;b. Fotocopy SSPD/Tanda lunas PBB tahunsebelumnya;c. Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga;d. Fotocopy tanda anggota Veteran, Surat KeputusanPengakuan/Pengesahan dari instansi yangberwenang.(4) Permohonan Pengurangan Wajib pajak Badansebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) huruf hdilampiri dengan:a. Fotocopy SPPT/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT tahunpajak yang diajukan permohonan pengurangan;b. Fotocopy SSPD/Tanda lunas PBB tahunsebelumnya;c. Fotocopy Identitas Diri (KTP, SIM, Paspor);d. Fotocopy Akte Pendirian (Badan Usaha);e. Fotocopy Izin Usaha;f. Surat Keterangan dari SKPD terkait.(4a) Permohonan Pengurangan Wajib pajak perguruantinggi swasta sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1)huruf i dilampiri dengan:a. Fotocopy SPPT/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT tahunpajak yang diajukan permohonan pengurangan;b. Fotocopy SSPD/Tanda lunas PBB tahunsebelumnya;c. Fotocopy Identitas Diri (KTP, SIM, Paspor);d. Fotocopy Akte Pendirian (Badan Usaha);e. Akreditasi oleh Badan Akreditasi NasionalPerguruan Tinggi. (4b) Permohonan …



8(4b) Permohonan Pengurangan Wajib pajak rumah sakitswasta sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) hurufI, melampirkan:a. Fotocopy SPPT/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT tahunpajak yang diajukan permohonan pengurangan;b. Fotocopy SSPD/tanda lunas PBB tahunsebelumnya;c. Fotocopy Identitas Diri (KTP, SIM, Paspor);d. Fotocopy Akte Pendirian (Badan Usaha);e. Kelas atau Standar Pelayanan Minimum dari rumahsakit swasta yang bersangkutan.(5) Dalam hal wajib pajak melakukan permohonanpengurangan PBB, Dinas menunjuk petugas untukmelakukan penelitian administrasi dan/atau penelitianlapangan serta membuat Uraian PenelitianPengurangan PBB.(6) Berdasarkan Uraian Penelitian, Kepala Dinasmenerbitkan Surat Keputusan Pengurangan PBB.(7) Dihapus.4. Ketentuan Pasal 30 setelah huruf b ditambah 2 (dua) hurufbaru yaitu huruf c dan huruf d, sehingga keseluruhanPasal 30 berbunyi sebagai berikut:Pasal 30Walikota karena jabatannya atau atas permohonan wajibpajak dapat:a. Membetulkan atau membatalkan SPPT, SKPD,SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan STPD yang tidakbenar, baik karena kesalahan tulis atau kesalahanhitung;b. Mengurangkan atau menghapuskan sanksiadministrasi yang dikenakan kerena kekhilafan wajibpajak atau bukan kerena kesalahannya;c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksiadministrasi yang diajukan wajib pajak orang pribadisebesar 100%;d. Mengurangkan atau menghapuskan sanksiadministrasi yang diajukan wajib pajak badan sebesar75%. Pasal …



9 Pasal IIPeraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari2014.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannyadalam Berita Daerah Kota Bandung.Ditetapkan di Bandungpada tanggal 3 Desember 20131 April 2013WALIKOTA BANDUNG,TTDMOCHAMAD RIDWAN KAMILDiundangkan di Bandungpada tanggal 3 Desember 2013SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,TTDYOSSI IRIANTOBERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2013 NOMOR 63Salinan sesuai dengan aslinyaKEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,H. ADIN MUKHTARUDIN, SH.,MH.Pembina Tingkat INIP. 19610625 198603 1 008


